
114 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Perundang-Undangan 
 

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang 

5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan 

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang 

Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan 

Perpajakan 

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang 

Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen 



115 
 

Buku 
 
Adolf, Huala. (2004). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 
 
Altman, I. (1975). The environment and social behaviour. Monterey, CA: 

Brooks/Cole. 
 
Arie, Siti Sundari. (2011). Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 

 
Asikin, Zainal. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada 
 
Dewi, Sinta. (2015). Cyber Law (Aspek Data Privasi Menurut Hukum 

Internasional, Regional dan Nasional). Bandung: Refika Aditama 
 
Djumhana, Muhammad. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra 

Aditya Bakti 
 
Fuady, Munir. (1999). Hukum Perbankan Modern. Bandung: Citra Aditya Bakti 
 
Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. (2010). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar 

Grafika. 
 
Hadjon, Philipus, M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. 

Surabaya: Bina Ilmu. 
 
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kharisma Putra 

Utama  
 
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group 
 
Simanjuntak, T. H., & Mukhlis. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam 

Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Raih Asa Sukses. 
 
Westin, A. (1967). Privacy and freedom. New York: Atheneum. 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

Jurnal 
 
Ayza, Bustamar. (2018). Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis 

(Automatic Exhange of Financial Account Information (AEOI) untuk 
Kepentingan Perpajakan Selisik Tentang Perpu Nomor 1) Tahun 2017. 
Jurnal Selisik, 4 (6), 12. https://doi.org/10.35814/selisik.v3i2.673 

 
Darussalam, Kristiaji, B. B., & Deborah. (2014). Akses data perbankan untuk 

tujuan perpajakan: keseimbangan antara hak-hak wajib pajak dan 
penggalian potensi pajak - studi komparasi. Tax Law Design and Policy 
Series, 5(14). 

 
Eoin Carolan. (2008), The Concept of a Right to Privacy, dalam Eoin Carolan, 

Hilary Delany, The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative 
Analysis, Thompson Round Hall, England. 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-
lt4f5f850ec2388/  

 
Faisal, Fitriah. (2018), Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak 

Pidana Pencucian Uang, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 3 
(1): 35-60 

 
Hasima, Rahman. (2020). Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. SASI, 26 
(3): 286-296, DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247.  

 
Muh. Afdal Yanuar (2023). Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of 

Information (AEoI) dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan 
Pajak Penghasilan. Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. 
4(2) 

 
Putri, D. D. F., & Fahrozi, M. H. (2020). Upaya Pencegahan Kebocoran Data 

Konsumen Melalui Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (Studi 
Kasus E-commerce Bhinneka.com). National Conference on Law Studies 
(NCOLS), 2(1) 

 
Politou, E., Alepis, E., Patsakis, C. (2019). Profiling Tax And Financial Behaviour 

With Big Data Under the GDPR. Computer Law & Security Review: The 
International Journal of Technology Law and Practice, 35(3):306-329, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.01.003 
 
Ramadha, B.S., (2021). Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber 

Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Tesis, Yogyakarta: 
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia 



117 
 

 
Randa, I. D. B., & Haryanto, I. (2021). Perlindungan Hukum Atas Data Wajib 

Pajak Dalam Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI) Studi 
Perbandingan Indonesia Uni Eropa. Legal Standing Jurnal Ilmu 
Hukum, 5(1), 25. https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3563 

 
Russel Brown. (2006). Rethinking Privacy, Alberta Law Review Vol. 43 (589), 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388/ 
 
Rust, R. T., Kannan, P. K., & Peng, N. (2002). The customer economics of Internet 

privacy. Journal of the Academy of Marketing Science, 30, 455–464. 
 
Satrio, M. B., & Widiatno, M. W. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Data 

Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data 
Pengguna Facebook di Indonesia). JCA of Law, 1(1) 
https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6. 

 
Sinaga, N. A. (2017). Reformasi pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan 

negara. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(1). 
 
Zatika, D. A. (2020). Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan 

Melawan Hukum. SASI, 26(4). 
 
Artikel atau Berita 
 
6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-
mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/ , Diakses 18 Juni 2023 

 
Dirjen Pajak Buka Suara soal Dugaan Data Pengguna Bocor, 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220303194435-78-766446/dirjen-pajak-buka-
suara-soal-dugaan-data-pengguna-bocor, Diakses 27 Agustus 2024 

 
Hacker Serang Sistem Pajak, Ditjen Pajak Pastikan Data Wajib Pajak Aman, 

https://www.ssas.co.id/hacker-serang-sistem-pajak-ditjen-pajak-pastikan-data-wajib-
pajak-aman/ , diakses 27 Agustus 2024 

 
Mahmud, A. Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial: Data Yang Paling 

Berharga adalah Data Pribadi. 
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-
Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html, Diakses 27 
Agustus 2024 

 
Salim, F. M., Langkah Hukum Jika Data Keuangan Nasabah Bocor, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-data-keuangan-nasabah-
bocor-lt653e1e9d6d9c4/ , diakses pada 27 Agustus 2024 

 



118 
 

Setiawan, H. Jaminan Kerahasiaan atas Data dan Informasi Wajib Pajak, 
https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/jaminan-kerahasiaan-atas-data-dan-informasi-
wajib-pajak-, diakses 24 September 2024 

 
 


